
Mengingat ... 

d. bahwa berdasarkan surat Gubemur Kalimantan Barat Nomor 
061.1/0317/0R-A tanggal 29 Januari 2018 perihal 
Reko~endasi Pembentukan l!nit Pelaksana Teknis di iingkungan 
Pemenntah Kabupaten Smtang, Unit Pelaksana Tekni 
Laboratorium Lingkungan Hidup dapat dibentuk deng:;, 
k.lasifikasi A; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu t k p 8 · s · , mene ap an 
Oeraru_ran. d upaTti Kmt~g ~en tang Pembentukan Susunan 

rgarusasr an ata erja Unit Pelaksana Teknis Lab . 
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hid Korbatonum 
Sintang. up a upaten 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 
profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan 
tugas dan fungsi melayani masyarakat di bidang Laboratorium 
Lingkungan Hidup maka perlu diatur Unit Pelaksana Teknis 
Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sintang; 

c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan Pemerintah 
Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 
Tahun 2017 ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan sehingga perlu diganti; 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 47 
Peraturan Bupati Sintang Nomor 114 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sintang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Dinas; 

BUPATI SINTANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR J~ TAHUN 2018 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG 

BUPATI SINTANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

-----·-· ·- 



2· PCJnerintah ... 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATJ TENTANG PEMBENTUK 
ORGANISASJ DAN TATA KER,JA UNIT PE AN SUSlJNAN 
LABORATORJUM LINGKUNGAN HJDUP PADA DILAKSANA TEKNIS 
HIDUP KABUPATEN SINTANO. NAS LJNOKU.NGAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
~alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan . 

· Daerah adalah Kabupaten Sintang. · 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 'J'uht.m 1 <Jf,(J trmtJ,rt~ l1tfJAfJtfmn 
Undang-Undang Dnrurnt Nornor 3 'l'1,hun HJN~ t.r,11tJ:1r1,t 
Pembentukan Dncrnh TinRlrnt II IJI K11llmswwn (J~mtmn,r, 
Negara Republik Indoncxin T11 h 1 ,n 1 'J!,:t Notrwl' 9, '1'1111,t,1, hnh 
Lembaran Negara Rcpublik lnclo11r.Ni11 N,,,r1<rl' ~f,'l,) f~t~w;,i 
Undang-Undang (Lcmbnran Ncf!,11ru 1-<r:ptit,lik lr,d,rr,~~;,., 'l'ntsur, 
1959 Nomor 72, Tambahan Lcrnburun Nr:j//Jrtl Ur-r,ublll< Jr,(11,t,t;•i~ 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nornor ~2 Tuhun 'l,()()q ,~n1s,r1~ f1r-rHr,t111rw;,r, 
Dan Pcngclolaan Lingk in11,11n I Iidup (l-"~mb11mr, Nr.11;,rs, l"r-f111tAik 
Indonesia Tahun 2009 Nomnr 140, Tarnhuhun Lcu,t,sJmn N,;~;,ra 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 f,t;rtlJ-Jnl/, Ar,1,h1t1Jr ~ir,H 
Negara [Lernbaran Negara Rcpublik Indonoxia Tuhun ~() 14 Nr;rnr/1' 
61 Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indoneaia Nt,mor W..14}; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernr,rinU,h:,n 
Daerah [Lembaran Negara Rcpublik fnd,,nt:Kia Tab un 2(114 
Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara kr:pubJik lnlJ<,n1;,.,if1.. 
Nomor 5587) sebagairnana tclah diubah bcbcrapa k&Ji ttrbkhfr 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 JS (I.,r,mb~r;,n Nr;;.,_pr1,. 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Pcransiy.at 
Daerah (Lembaran Negara Republik f ndonexia Tahun Z() J 6 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Rcpublik Indonesia Nr,mor J 2 
Tahun 2017 tentang Pcdornan Pcrnbcritukan Dan KJ::ssifik;;,81 
Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tcknia Dacrah [Berita Negbr&, 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembcntukan dan Suaurian Perangkar Dae-rah 
Kabupaten Sintang (Lernbaran Daerah Kabupaten 8intang Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Dacrah Kabup Si - . a u . Jnta.ng 
Nomor 7); ""' 

Mengingat 



(1) UPT LLH dipimpin oleh seorang Kepala LLH yang berada di be.-ah da.n 
bertanggung jawab Iangsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas... 

(2) Kepala LLH dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagia.n 
Tata Usaha dan Kelompok Jabatan FungsionaJ. 

UPT LLH adalah Unit Pelaksana !ekni~ yang berJ:cedudukan pada D::::las 
Lingkungan Hidup di bidang Laboratonum Lingkungan Hidup. 

Pasal 4 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susun~ Organisasi dan ~~ta ~~ Pf 
LLH pada Dinas Lingkungan Hid up Ka bu paten Sm tang dengan klasif xass kei.a.s _-\.. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

2. Pemerintah Daerah. ad~ah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerin:tahan 
Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang IJleajaai 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Dinas Li~gkungan Hidup adal~ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Smta.ng.. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabuparen Sim:.ang. 
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, 
7. Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian rugas Dinas I.mgxungan 

Hidup Kabupaten Sintang. 
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungao Hidup yang sefanrJ~-:-a 

disebut UPT LLH adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium l.ing'.aro:gen 
Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, 

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Llngkungan Hidup J"e:i'g 
selanjutnya disebut Kepala LLH adalah Kepala lJPT UR pada Of=as 
Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. 

10. Eselon adalah tingkatan dalan jabatan struktural. 
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai . egeri S~ .:' a -!? 

diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh ptja.~.f:..: 
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan pru:est..i_•a 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahao. 

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas. ta~-=g 
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil ciaiaro 5c..-·;- 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pacia kf'2 ;.- ·.;a, 
dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mand.iri. 



PaMlJ 9.,. 

Pasal 8 

Kepala LLH sebagaimana dim~_sud dalam_ Pa~al 5 ayat (1) huruf a, mem un . 
~gas pokok melaksanakan kebijakan teknis Dmas Lingkungan Hidup Kab p yai 
Smtang di bidang Laboratorium Lingkungan Hidup, upaten 

Bagian Kedua 
Kepala LLH 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT LLH 
mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program UPT LLH; 
b. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana UPT LLH; 
c. pengelolaan ketatausahaan UPT LLH; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan; 
e. pelaksanaan pengujian parameter air, tanah dan udara; 
f. pelaksanaan jasa pengujian, pendidikan dan laboratorium lingkungan· 
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan ' 
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 7 

UPT LLH mempunyai tugas mengelola kegiatan Laboratorium Lingkungan Hidup 
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam rangka optimalisasi 
pelayanan pengujian lingkungan hidup. 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
UPTLLH 

BABV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

( 1) Susunan Organisasi UPT LLH terdiri dari : 
a. Kepala LLH; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UPT LLH sebagaimana tercantum d~-~ Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 5 

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LLH. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

(3) 



b. penyelenggaraan ... 

~ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bazian 
ata Usaha mempunyai fungsi: 04 

a. penyusunan program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; Q..l 

Pasal 11 

Sub Bagia~ Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi ketatau ah ' 
aparatur, keuangan dan arsip. s aari, 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal9 

U 
tuk melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8, Kepala LLH 

n . 
mempunyai f ungsi: 
a. pcnyusunan program kerja dan jadwal kegiatan UPT LLH sebagai pedoman 

pclaksanaan tugas; 

b. penyiapan bahan penyusunan ~onbsep kebijakan teknis operasional pekngbe!?aklaan 
UPT LLH sebagai bahan pertim angan atasan dalam penetapan e lJ an 
atasan; . 

c. pelaksanaan inventari~asi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan 
analisis kebijakan teknis UPT LLH; 

d. penelaahan dan mempelajari perrnasalahan di bidang lingkungan hidup d~ 
pemeriksaan kualitas kondisi faktor lingkungan hidup serta mencan altematif 
pemecahan guna optimalisasi pelayanan; 

e. pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas kandungfil: 
air, tanah, udara dan lainnya serta bahan-bahan yang terkandung di 
dalarnnya; 

f. pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan yang terkandung dalarn air, 
tanah, udara dan lainnya yang diperlukan untuk pengujian agar diketahui 
kuali tasnya; 

g. penyiapan dan analisis hasil pengujian laboratorium sebagai bahan 
rekomendasi tindakan; 

h. pemberian surat keterangan hasil pengujian laboratorium; 
i. pemberian surat rujukan pengujian ke Laboratorium Lingkungan Hidup yang 

lebih lengkap; 
J. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan 
pendapat; 

k. pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

1. pemberian bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

m. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPT LLH dan Urusan Tata Usaha 
kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 
tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 



Pasal 14 

(I) Kepala LLH adalah Jabatan Struktural Eselon IVa. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IVb. 

BAB VI 
ESELONERING 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri 
dari sej:11111ah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. 

(2) J~nis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional 
ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perund _ 
undangan. ang 

Pasal 13 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan 
tugas UPT LLH sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

b nyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, 
· ~:rpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan 
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UPT LLH; 

c. pemberian bimbingan dan p~mbinaan ~dministr~si pegawai melal~ pembuatan 
daftar hadir, Sasaran Kerja Pegawai dan lainnya yang berkaitan dengan 
kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai; 

d. pengawasan dan pen~endalian penggunaan sarana dan prasarana UPT LLH 
agar digunakan sesuai kebutuhan; 

e. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris guna mengetahui 
kesesuaian dengan daftar inventaris; 

f. pelaksanaan inventarisasi dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata 
usaha sebagai bahan informasi dan analisis; 

g. penyampaian informasi kebijakan teknis UPT LLH kepada pihak yang 
berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis; 

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LLH sesuai tugas pokok dan 

fungsinya. 



BAB VIII ... 

(2) Kepala LLH wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada 
B:1pati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di 
bidang pengawasan. 

(3) Setiap pimpinan dan pejabat fungsional pada UPT LLH wajib mem tuh · 
petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan 1 a 1 

pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu d a~oran 
waktu kepada atasan masing-masing sesuai peraturan perundang-un~g~~t 

(4) Setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari ba ah d 
menggunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimban w an an 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. gan dalam 

Pasal 18 
(1) Kepala LLH wajib menyampaikan laporan tugasnya secara periodik maupun 

sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas. 

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
dan para pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan 
masing-masing kepada Kepala LLH. 

(2) Pejabat Struktural maupun Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib 
mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyarnpaikan 
laporan kepada atasan masing-rnasing. 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LLH, Sub Bagian Tata Usaha dan 
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalarn lingkungan kerja 
masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 17 

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing 
masing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

Pasal 16 

Kepala LLH dalam melaksanak.an tugasnya berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

BAB VII 
TATA KERJA 



Pasal 22 ... 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang 
Noi:nor 14 Tahun 201.7 ten tang P~mben_tukan Susun_an Organisasi dan Tata Kerja 
U~1t Pelaksana Teknis Laboratonum Lmgkungan Hidup pada Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Sin tang (Berita Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2017 Nomor 
14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 21 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) Hal-ha] yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Dinas. 

(2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban 
kerja, serta mengutamakan prinsip organisasi yang efisien, efektif dan 
proporsional. 

(1) Penjabaran uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional diatur 
lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 

Pasal 20 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang. 

(2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasal 19 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 



BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 

YOSEPl:IA HASNAH 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal "":!.- rvtA~e, 2018 , 

((JAROT WINARNO 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal J µA-12--eT 2018 

BUPATI 

Agar setiap .orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 22 
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II JAROT WlNARNO 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUB BAGJAN 
TATA USAHA 

j 
I I 

KEPALA LLH 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN SINTANG 

PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR : ~ TAHUN 2ois 
TANGGAL t MAf.€, 2018 
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM 
LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP KABUPATEN SINTANG 

I.,AMPIRAN 


